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Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Rangka Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 
 
Analysis of Hotels Tax Collection Potency in Makkasar’s 
Own-Source Revenue Increase 
 
 
Muhammad Try Dharsana Ambo Ala 
Andi Kusumawati 
 Yulianus Sampe  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi pajak hotel dan 
seberapa jauh bentuk usaha yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam 
menggali potensi pajak hotel di kota Makassar. Untuk menghitung potensi, 
efektivitas pajak hotel, dan kontribusi pajak hotel di Makassar digunakan 
beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari 
dalam setahun, tingkat penghunian kamar, total pendapatan daerah, dan 
besarnya tarif pajak hotel yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa potensi pajak hotel sangat besar, jauh diatas nilai realisasi 
penerimaan pajak hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam 
efektivitas pajak hotel yang nilainya menurun dari 2011 hingga tahun 2015, nilai 
yang ada tidak melebihi angka 100% tiap tahunnya, jauh dibawah kriteria efektif 
yaitu 100% atau melebihi 100%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
potensi Pajak Hotel tersebut belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa 
hal yang perlu menjadi koreksi terkait Pajak Hotel di Kota Makassar. 
 
Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Potensi Pajak Hotel, 
Efektivitas Pajak Hotel.   
 
Purpose of this study is to determine the potential of the Hotel Tax and how far 
the form of business undertaken by the local government in exploring the 
potential of hotel taxes in the city of Makassar. To calculate the potential, 
effectiveness of Hotel Tax and contribution of Hotel Tax in Makassar used 
several related variables, they are the number of rooms, average room rate, 
number of days in a year, the occupancy rate, the amount of own source 
revenues and the amount of hotel tax rate that is already determined. The result 
of this research show if hotel tax potential is very big, far from the number of hotel 
tax revenue. This comparison measurement reflects in hotel tax effectiveness 
which decrease from 2011 to 2015, the existing value does not exceed 100% per 
year, still far below the effective criteria that is 100% or exceed 100%.  
The results also show that the potential of Hotel Tax has not been explored 
optimally and there are several things that need to be corrected related to Hotel 
Tax in Makassar City. 
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1.1 Latar Belakang 
Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan 
oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana 
pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola keuangan daerahnya 
masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini 
dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai 
pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. 
Konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 
2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai 
penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan 
dengan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan efektivitas 
pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus 
diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya 
memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.  
Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber 
penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan 
di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang di 
tempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, di mana 
setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu 
Pendapatan Asli Daerah, yaitu berasal dari pajak daerah, yaitu pajak yang 
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ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga 
pemerintah daerah tersebut. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di 
Indonesia dibagi menjadi dua, yang pertama : Pajak Provinsi yang terdiri atas 
lima jenis pajak, yaitu : Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta 
Pajak Rokok dan yang kedua : Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas 
jenis pajak, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,  
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 
Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). Pembagian pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan 
pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah 
administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun pajak 
daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini 
dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial 
hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame saja. 
Pajak Hotel dan Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang 
potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya 
komponen pendukung, yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan 
pembangunan daerah. Pada awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997, Pajak Hotel disamakan dengan Pajak Restoran dengan nama Pajak Hotel 
dan Restoran. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
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2009, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang 
berdiri sendiri yang mengindikasikan bersarnya potensi akan keberadaan kedua 
pajak ini dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan undang undang 
tersebut, dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan hotel. Berdasarkan 
data dari Dinas Pendapatan Kota Makassar (DISPENDA) Target dan Realisasi 
Pajak Hotel Kota Makassar tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Makassar Periode 
Tahun Anggaran 2011-2015 
 
Pajak hotel Target (Rp) Realisasi (Rp) % 
2011 34.823.238.000 35.009.580.609 100,54% 
2012 42.000.358.000 37.706.182.022 89,78% 
2013 43.000.000.000 44.517.581.341 103,53% 
2014 43.700.358.000 44.517.581.343 101,87% 
2015 81.208.967.000 50.164.631.563 61,77% 
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Makassar 
 
Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 - 2015 terjadi kenaikan 
target penerimaan pajak hotel ditiap tahunnya, terutama pada tahun 2014 – 2015 
yang dimana selisih target antara tahun 2014 dan 2015 mencapai 
37.508.609.000. Untuk tahun 2012 dan 2015 target dan realisasi penerimaan 
pajak hotel berada dibawah tingkat pencapaian 100%. Hal ini dapat disebabkan 
oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) tingkat hunian setiap tahunnya yang 
berubah-ubah, (2) adanya suatu kondisi tertentu yang membuat penghuni hotel 
merasa tidak aman berada di kota Makassar, (3) kurangnya kesadaran Wajib 
Pajak dalam membayar kewajiban pajak terutangnya, (4) kurangnya keterbukaan 
Wajib Pajak dalam melaporkan pendapatannya perbulan sesuai dengan 
kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan. Namun dari penelitian yang 
dilakukan oleh Maulana (2013) menyimpulkan bahwa pencapaian target 
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penerimaan pajak hotel jauh dibawah realisasi penerimaan disebabkan karena 
penetepan anggaran hanya didasarkan pada tahun sebelumnya, dan Maulana 
(2013) juga menjelaskan bahwa penerapan sistem dalam pengawasan pajak 
tidak berpengaruh di Kota Palu.  







Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2017 
 
Tabel 1.2 Menjelaskan jumlah hotel di kota Makassar dari tahun 2011-2013 
terjadi peningkatan karna pada tahun tersebut seiring berkembangnya pariwisata 
di kota Makassar para investor berdatangan untuk membangun hotel di kota 
makassar dan pada tahun 2013-2014 tidak memiliki perkembangan jumlah hotel 
tetap sama. Tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan yang sangat jauh dari 
angka 454 menjadi 377 tetapi tidak menurunkan sama sekali jumlah potensi 
pajak hotel di daerah kota Makassar karena peningkatan pembangunan di hotel 
bintang empat yang semakin membuat pajak hotel meningkat. 
Dengan melihat potensi yang ada di Kota Makassar, penerimaan daerah 
yang berupa pajak terkait dengan sektor yang berkembang dan perlu lebih 
dimaksimalkan tentu adalah pajak hotel, berdasarkan data yang ada dari tahun 
2011 - 2015 realisasi pajak hotel semakin tahun semakin meningkat di Kota 
Makassar, pembangunan hotel setiap tahunnya meningkat pesat demi 
tercapainya tujuan dari pembangunan Kota Makassar. Ini patut menjadi 
perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kota Makassar untuk lebih fokus 
dalam mengelola pajak hotel dengan lebih baik. 
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Berdasarkan data pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dari lima tahun 
terakhir persentase rata-rata peningkatan kontribusi pajak hotel terhadap PAD 
hanya dibawah 10% (sepuluh persen). Padahal jika dilihat dari jumlah hotel yang 
terdapat di kota Makassar setiap tahunnya meningkat pada dasarnya cukup 
memberi kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah kota Makassar perlu 
memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan 
pajak hotel dan berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan 
pajak sehingga pajak hotel dapat memberi kontribusi yang besar dalam 
meningkatkan pajak daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
secara umum. 
 
Tabel 1.3 Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel 











2011 35.009.580.609 402.031.170.377 8.66 
2012 37.706.182.022 556.202.758.215 6.78 
2013 44,517,581,341 612.056.765.277 7.27 
2014 44.517.581.343 569.793.996.657 7.81 
2015 50.164.631.563 644.748.988.242 7.78 
Sumber : Data Sekunder diolah, 2017 
 
 Dapat dilihat pada tabel 1.3 yaitu adanya penurunan kontribusi pajak 
hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 8,66% di tahun 2012 menjadi 
6,78%, namun pertumbuhan kembali meningkat dengan kenaikan pertumbuhan 
yang cukup tinggi menjadi 7,27% pada tahun 2013 dan di tahun 2015 mencapai 
7.78%, dikarenakan penerimaan pajak hotel meningkat cukup besar serta bisa 
mengimbangi peningkatan yang terjadi pada penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) kota Makassar. 
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 Untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang 
terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/usaha-
usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak 
hotel yang belum optimal. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan 
pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu 
menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).   
 
1.2 Rumusan Masalah  
Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan 
peneliti sebagai berikut. 
1. Seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Makassar? 
2. Sejauh mana efektifitas pajak hotel yang ada di Kota Makassar? 
3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kota Makassar? 
4. Apa saja kendala yang di hadapi pemerintah dalam pemungutan pajak hotel? 
5. Sejauh mana upaya yang dilakukan dalam peningkatan kontribusi pajak 
hotel? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain. 
1. Untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak hotel yang dimiliki kota 
Makassar. 
2. Untuk menghitung dan menganalisis efektivitas pajak hotel yang ada di kota 
Makassar. 
3.  Untuk menghitung dan menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 
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4.   Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi pemerintah daerah kota 
Makassar dalam pemungutan pajak hotel. 
5.    Untuk mengetahui apa upaya yang di lakukan dalam peningkatan kontribusi 
pajak hotel. 
1.4 Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka kontribusi yang 
dapat diperoleh dari peneliatian ini adalah 
1. Kegunaan Teoretis  
Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan 
peneliti tentang pajak hotel, khususnya mengenai potensi pajak hotel dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah bagi masyarakat, diharapkan dapat 
memberi informasi, potensi, efektivitas serta sejauh mana pemerintah daerah 
kota Makassar dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak 
Hotel.  
2. Kegunaan Praktis 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan 
dalam upaya peningkatan potensi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan 
Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini 
adalah sebagai berikut. 
BAB I Pendahuluan 
Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah 
yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 
sistematika penulisan laporan penelitian 
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BAB II Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini akan diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, 
macam-macam pajak, teori tentang pajak hotel, dasar pengenaan, tariff 
dan cara perhitungan pajak hotel, masa pajak serta penepatan pajak 
hotel. Bab 2 juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan 
rujukan dan kerangka pemikiran teoretis. 
BAB III Metode Penelitian 
Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian. Pada bab ini dikemukakan variabel peneliti, objek 
penelitian,metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. 
Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis perhitungan potensi dan 
analisis perhitungan efektivitas dari pajak hotel. 
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi 
penelitian dan pembahasan. 
BAB V Penutup 












2.1  Landasan Teori  
2.1.1   Pengertian Pajak  
 Menurut UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan 
Perpajakan, pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang 
terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa, namun tetap 
berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara 
langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.  
 Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak juga dapat dipandang 
dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk 
mengerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi 
rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, 
sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur 
permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak 
dipandang sebagai bagian yang sangat penting. 
 Sedangkan menurut Soemitro (1990) dalam Waluyo (2008:3) pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
10 
 
umum. Dari ketiga definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip 
mengenai pajak, yaitu perbedaan mengenai ketiga definisi tersebut hanya pada 
penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. 
Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur, bahwa pajak adalah : 
1. Iuran dari rakyat kepada negara. 
2. Berdasarkan  undang-undang. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara atau Daerah, yakni 
pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang 
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut 
peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang 
secara langsung dapat ditunjuk. 
 
2.1.1.1 Fungsi Pajak 
Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan 
kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak 
tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam 
kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan 
taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus 
berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Adapun fungsi pajak menurut 
Mardiasmo (2016:27) adalah sebagai berikut : 
 a. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 
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membiayai pengeluaran-pengeluarannya.  
b. Fungsi regulerend, pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan  
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 
Contoh : 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 
konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 
Indonesia di pasaran dunia. 
 
2.1.1.2 Pengelompokan Pajak 
Menurut Waluyo (2008:12) terdapat berbagai macam pajak yang dapat 
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelempokan menurut golongan, menurut 
sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.  
1. Menurut golongan 
Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung dan 
pajak tidak langsung. 
a. Pajak Langsung 
Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul 
atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau 
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban 
sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, 
pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak 
penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang 
memperoleh penghasilan tersebut. 
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b. Pajak Tidak Langsung 
Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada 
akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 
ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi 
jika terjadi suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya 
pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan 
Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Untuk menentukan apakah sesuatu 
termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, 
dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban 
pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas: 
1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis 
diharuskan melunasi pajak 
2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu 
beban pajaknya. 
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-
undang harus dibebani pajak. 
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seorang, maka pajaknya disebut 
pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih 
dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung. 
2.  Menurut Sifatnya 
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subyektif 
dan pajak obyektif. 
a. Pajak Subyektif 
Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan 
pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya, harus ditemukan alasan-
alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, 
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yaitu yang disebut gaya pikul. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak 
Penghasilan. 
b. Pajak Objektif 
Pajak Objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, 
dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan 
timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang 
atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak 
mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun 
tidak. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah. 
3.  Menurut Lembaga Pemungut  
Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak Negara 
(pajak pusat) dan pajak daerah.  
a. Pajak Negara ( Pajak Pusat) 
Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen 
keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 
1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak 
a. Pajak Pengasilan  
b. PPN (penyerahan lokal) 
c. Pajak Bumi dan Bangunan 
d. Bea Materai 
e. Bea Lelang 





b. Pajak Daerah 
Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, 
kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan 
hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. 
Pajak Daerah terdiri dari: 
a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 
Contoh : Pajak Kendaraaan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak 
Rokok. 
b. Pajak Daerah Tingkat II ( Kabupaten/Kota) 
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 
Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan. 
 
2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak 
Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu. 
a. Asas domisili (asas tempat tinggal)  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan  yang berasal 
dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 
negeri. 
b. Asas sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 
wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
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c. Asas kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 
 
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak  
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat Mardiasmo (2016:4) sebagai 
berikut: 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya 
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,  
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya. 
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
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5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
 
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak terdiri dari Mardiasmo (2016:9-10) sebagai 
berikut. 
1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya sebegai berikut. 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada 
fiskus. 
b. Wajib Pajak bersifat pasif. 
c.    Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 
pajak yang terutang. Kriterianya adalah sebagai berikut. 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak sendiri. 
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3. With Holding System, adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
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bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang  oleh Wajib 
Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada 
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
 
2.1.1.6 Kewajiban dan Hak Pajak  
Kewajiban dan hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016:59-60) adalah 
sebagai berikut. 
1. Kewajiban Wajib Pajak 
a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 
b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 
c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 
d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan. 
e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 
f. Jika diperiksa wajib: 
1) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek 
yang terutang pajak; 
2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu 
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 




2.  Hak Wajib Pajak 
a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 
b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 
c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 
d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 
e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. 
f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat 
ketetapan pajak. 
g. Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak. 
h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta 
pembetulan surat ketetapan pajak yang sah. 
i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 
j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 
k. Mengajukan keberatan dan banding. 
 
2.1.1.7 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah  
Menurut Davey (1988:17), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi 
pajak daerah yaitu : 
1. Kecukupan dan Elastisitas 
Adalah Kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat 
menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan 
dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena 
terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan 
jumlah penduduk dan bertambahannya pendapatan suatu daerah.  
Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu: 
a.   Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri. 
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b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut. 
Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan 
selama beberpa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks 
harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP). 
2. Keadilan  
Prinsip keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa pengeluaran 60,95%, 
Pemerintah haruslah dipukul oleh semua golongan masyarakat sesuai 
dengan kekayaan dari kesanggupan masing-masing golongan.  
3. Kemampuan Administrasi  
Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian 
bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan 
dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai. 
4. Kesepakatan Politis 
Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur 
tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak 
tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. 
 
2.1.2  Pajak Hotel 
2.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel 
 Defenisi pajak hotel menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Pajak Hotel adalah 
pajak atas pelayanan yang disediakan hotel” 
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan 
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan 
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.  
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 Berdasarkan Pasal 3, ayat 1 – 4 Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 
Tahun 2010 tentang pajak daerah Kota Makassar, bahwa : Pajak Hotel dipungut 
pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Objek Pajak Hotel adalah 
pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa 
penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan 
dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, 
pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disediakan atau dikelola hotel. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah: 
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh  pemerintah atau 
pemerintah daerah  
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, 
dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel 
yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 
Sedangkan Pasal 4, ayat 1 – 2 menyebutkan bahwa : Subyek Pajak Hotel adalah 
orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi 
atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi 
atau Badan yang mengusahakan Hotel. 
  Pengertian pajak hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang 
memungut pembayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh 
daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan 
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 
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mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. 
Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang 
Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam 
teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah 
kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Siahaan (2010:299). 
  Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu 
diketahui, Sebagaimana yang dikemukakan, Siahaan (2010:300). Terminologi 
tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya 
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 
dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali dan petokoan dan 
perkantoran. 
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun 
beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk 
umum. 
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di 
bidang jasa penginapan. 
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 
imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran 
kepada pemilik hotel. 
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti 
pemungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan 
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pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beseerta 
fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 
 
2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Hotel 
   Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 
hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 
terkait. 
Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain: 
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak hotel  
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan 
pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota 
dimaksud. 
   Dalam melakukan pungutan atas Pajak Hotel, terdapat Subjek Pajak, 
Wajib Pajak Objek Pajak Hotel. Pada Pajak Hotel, yang menjadi Wajib Pajak 
adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan 
hotel. Secara sederhana yang menjadi Subjek Pajak adalah konsumen yang 
menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. 
Sementara itu, yang menjadi Wajib Pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang 
pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan 
atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan 
yang termasuk Objek pajak hotel antara lain: 
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian 
rumah penginapan termasuk rumah kos dan jumlah kamar sepuluh atau lebih 
yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan 
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atau fasilitas jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, 
wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan. 
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat 
tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, fotokopi, pelayanan 
cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola 
hotel. 
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, 
bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran 
(fitness centre), kolam renang, tenis, gold, pub, diskotik, yang disediakan atau 
dikelola hotel. 
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 
 
2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 
   Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 
kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual 
atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat 
pemakaiaan jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau 
badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung 
atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi 
atau badan yang sama. 
   Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak 
kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun 
penggantian yang seharusnya diminta Wajib Pajak sebagai penukaran atas 
pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula 




   Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah 
kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan 
kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah 
kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang 
mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% 
(sepuluh persen). 
 Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum 
perhitungan Pajak Hotel adalah dengan rumus sebagai berikut: 
Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
 = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya   
dibayar kepada hotel.       (1) 
 
2.1.2.4 Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel 
 Potensi Pajak Hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang 
berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan 
dengan tarif dasar pajak (Maulana:54). 
 Untuk menghitung potensi Pajak Hotel, digunakan formula sebagai 
berikut: 
               Potensi Pajak Hotel = A x B x C x D x E       (2) 
Keterangan: 
A : Jumlah kamar  
B : Rata-Rata tarif kamar 
C : Jumlah hari (dengan asumsi 1 tahun adalah 365 hari) 
D : Tingkat hunian kamar 
E : Tarif Pajak 
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 Sedangkan untuk mengetahui tingkat hunian kamar dilakukan dengan 
menghitung jumlah kamar yang dihuni/dipakai tamu dibagi dengan banyaknya 
kamar yang tersedia/dapat dipakai dikalikan 100% (seratus persen). 
 Efektifvitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang 
dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud 
tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila 
menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang 
dikehendakinya, sebagaimana yang dikemukakan Halim (2001: 158). 
  Menurut Jone dan Pendlebury (1995) dalam Halim (2001:156) Efektivitas 
adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam 
mencapai suatu tujuan. Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa 
dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas 
menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 
dicapai. 
 Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak hotel, 
maka efektivitas yang dimaksudkan dapat mengetahui seberapa besar realisasi 
penerimaan pajak hotel, berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai 
pada suatu periode tertentu. Sehingga besarnya efektivitas pengelolaan Pajak 
Hotel dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 
                     Efektivitas pajak hotel =    
Realisasi / Potensi Pajak Hotel  
    Target / Potensi pajak hotel 
 𝑥100           (3) 
 
 Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas 
pengolaan Pajak Hotel, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas 
yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Angka efektivitas ini 
menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktifitas 
pemungut dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas 
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menunjukkan semakin efektif aktifitas pemungutannya. Artinya, semakin besar 
kemampuan memungutnya dan tujuan aktifitas pemungut semakin mendekati 
untuk dapat dicapai.  
 
2.2  Penelitian Terdahulu  
 Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan 
penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan 
Pajak Hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
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yaitu rata-rata 102,04% 
 
2.Tingkat efesiensi 
Pajak Hotel dan 
Restoran di Kabupaten 
Purworejo pada tahun 




3.dari hasil analisis 
diketahui bahwa 




pajak hotel dan 
restoran sendangkan 
variabel tingkat inflasi 














20 Tahun 2002 
Tentang Pajak 
Restoran dan 















pajak hotel nilainya 
meningkat dari tahun 
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salah satunya dari sisi 
Wajib Pajak itu sendiri. 
 
2.3  Kerangka Pemikiran 
Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus 
dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak 
Hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan 
dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya 
harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar 
menggarmbarkan potensi daerah tersebut. 
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Selain itu dalam peneliatian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak 
hotel yang ada karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan 
yang krusial yaitu adanya pajak hotel yang belum digali secara maksimal atau 
ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data-data terkait terlihat bahwa 
terdapat celah/selisih antara realisasi dengan target cukup besar. 
Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan 
yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak hotel secara 
nyata. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan 
dengan perhitungan potensi pajak hotel dan kajian teori yang ada terkait 
penelitian mengenai pajak hotel. Bila hasil perhitungan potensi pajak hotel telah 
di dapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari pajak hotel 
tersebut karena efektivitas dari pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan 
antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dengan besarnya potensi pajak 
hotel yang ada. Dengan demikian bila potensi pajak hotel dapat diketahui, maka 
efektivitas secara langsung dapat pula diketahui.  
Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah 
disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari 
penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
Berdasarkan gambar kerangka pemikiran dibawah dapat dijelaskan 
bahwa selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel 
yang ada dengan target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan oleh 
Pemerintah daerah Kota Makassar merupakan potensi dari Pajak Hotel yang 
belum tergali secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target 
yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar dari target 
yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan 
apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa 
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pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara 
maksimal. 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
 Besarnya potensi Pajak Hotel yang ada di bandingkan dengan realisasi 
penerimaan pajak hotel yang terjadi, maka akan dapat diketahui seberapa besar 
tingkat efektivitas dari pajak hotel tersebut. Analisis efektivitas ini mutlak di 
perlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di 
Kota Makassar. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi 
efektivitas dari Pajak Hotel tersebut. Dengan demikian sangatlah penting dalam 
mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Pajak Hotel untuk mengukur 
efektivitas yang dimiliki, sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam 





3.1 Metode dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan bila 
ditinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu 
prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati Sugiyono (2016:17). 
Penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-
keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran 
tentang Potensi Pajak Hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada 
perhitungan besaran potensi yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan 
dengan penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar.  
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar 
yang berlokasi Jl. Urip Sumoharjo, Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan 90144, Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang berlokasi di 
Jl. Haji Bau no 6. Sedangkan waktu yang dibutuhkan peneliti selama 2 bulan. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Data Subyek yaitu data yang didapatkan peneliti melalui wawancara langsung 
dengan staf Dinas Pendapatan Kota Makassar. 
2. Data Fisik yaitu data yang didapatkan peneliti dari buku atau literatur yang 
dapat mendukung penelitian ini. 
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3. Data Dokumenter yaitu data yang didapatkan peneliti dari jurnal atau artikel 
yang dapat mendukung penelitian ini. 
 Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
1. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan 
langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti terhadap objek 
penelitian. 
2. Data Sekunder data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah 
diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat 
perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini 
data sekunder yang dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan 
pajak hotel, data pajak daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah 
hotel dan jumlah kamar. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan 
untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan 
yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, 
jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari 
perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan 
penelitian. 
2. Survei, yaitu metode pengumpulan data melalui permintaan keterangan-
keterangan kepada responden. Data yang dihasilkan berupa jawaban-
jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Metode survei akan dapat diperoleh 
32 
 
fakta-fakta yang tidak bisa diamati dan keterangan masa lalu yang belum 
dicatat. Adapun hal-hal yang disurvei antara lain jumlah pemakaian kamar 
pada kondisi-kondisi tertentu (ramai,normal,dan sepi) 
 
3.5  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang terkait,antara lain  
1. Potensi Pajak Hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang 
berkaitan dengan jumlah serta frekuensi Objek Pajak yang kemudian dikalikan 
dengan tarif dasar pajak. 
2. Target Pajak Hotel adalah perkiraan yang ditetapkan dan diharapkan diterima 
oleh pemerintah daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh 
hotel. 
3. Realisasi penerimaan Pajak Hotel adalah penerimaann yang diterima oleh 
pemerintah daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel. 
4. Jumlah hotel adalah banyaknya hotel yang tersedia. 
5. Tarif kamar rata-rata adalah yang diterima hotel sebagai pendapatan, dihitung 
dengan cara membagi pendapatan dari kamar dengan jumlah kamar yang 
ada. 
6. Jumlah kamar adalah banyaknya kamar yang ada dan tersedia untuk dihuni. 
7. Tarif pajak adalah besarnya tarif hotel yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah dan besarnya sesuai dengan keputusan pemerintah masing-masing. 
Dalam penelitian ini besarnya tarif Pajak Hotel yang ditetapkan adalah 
sebesar 10% (sepuluh persen). 
 
3.6  Analisis Data 




3.6.1 Analisis Potensi 
Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan 
target rasional. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan penerimaan 
untuk masa yang akan datang. Maka akan didapatkan besarnya potensi yang 
terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan 
dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan 
berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. 
Untuk menghitung potensi Pajak Hotel digunakan rumus sebagai berikut: 
 
PPH = A x B x C x D x E                                     (4) 
Keterangan: 
A : Jumlah kamar 
B : Tarif Kamar rata-rata 
C : Jumlah hari 
D : Tingkat penghunian kamar 
E : Tarif pajak  
 
 Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi, maka dapat pula 
diketahui seberapa besar efektivitas pengelolaan Pajak Hotel tersebut karena 
efektivitas pengolaan Pajak Hotel dihitung berdasarkan perbandingan antara 
jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan potensi Pajak Hotel yang ada. 
 Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur 
apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin 
besar efektivitas menunjukkan semakin efektif aktifitas pemungutannya, artinya 
semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktifitas pemungutan 





3.6.2 Analisis Efektivitas  
 Menurut Devas (1989:77), Efektivitas yaitu hubungan antara output dan 
tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output 
tertentu. Kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan 
dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu 
kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar 
terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan 
sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan 
antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah 
dimiliki suatu daerah. 
Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai 
berikut: 
 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel    x100%                                           (5) 
  Potensi Pajak Hotel   
 
 Dari Pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka 
semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% (seratus 
persen) atau 1 (satu) di mana realisasi sama dengan target yang telah 
ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak 
efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas. Ukuran 
efektivitas biasanya dinyakatan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. 
Tingkat efektivitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu : 
1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif. 
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif. 





3.6.3 Analisis Kontribusi  
Analisis kontribusi adalah suatu metode yang digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari 
penerimaan pajak hotel terhdap PAD di kota Makassar, maka dibandingkan 
antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. 





 x 100%    (6) 
 
Keterangan : 
Ps = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 
(rupiah) 
Xn = Jumlah penerimaan pajak hotel (rupiah) 
Yn = Jumlah penerimaan pajak daerah (rupiah) 
Zn = Jumlah penerimaan PAD (rupiah) 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut. 
1. Hasil perhitungan Potensi Pajak Hotel di kota Makassar masih banyak 
yang belum tergali secara optimal oleh pemerintah contohnya pada tahun 
2015 realisasi pajak hotel hanya Rp. 50.164.631.563 padahal potensi 
yang sebenarnya pada tahun 2015 mencapai Rp.131.881.924.317, 
sehingga pada tahun 2015 penghasilan dari pajak hotel hanya 
memberikan kontribusi sebesar 38,04% terhadap realisasi pajak hotel di 
kota Makassar, pada tahun 2011-2015 realisasi pajak hotel dibandingkan 
dengan potensi pajak hotel yang sebenarnya tidak pernah mencapai 
100% sehingga pemerintah di harapkan dapat menggali potensi secara 
menyerluruh dan mencapai potensi pajak hotel yang sesungguhnya.  
2. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Makassar tergolong tidak 
efektif karena nilai realisasi masih ada yang belum mencapai 100% 
dalam realisasi pajak hotel di kota Makassar.  
3. Dengan melihat proporsi potensi Pajak Hotel di kota Makassar dengan di 
bandingkan dengan realisasi pajak hotel yang selama ini di dapatkan oleh 
dinas pendapatan kota Makassar terjadi selisih yang sangat besar 
sehingga kontribusi pajak hotel di Makassar masih sangat kecil dan 





4. Penetapan target penerimaan pajak hotel yang hanya didasarkan pada 
anggaran tahun-tahun sebelumnya dan masih belum optimalnya 
penggunaan sistem yang dapat mendukung realisasi pajak merupakan 
kendala utama sehingga kurangnya target dari penerimaan pajak hotel 
dan berpengaruh pada realisasi yang juga masih sangat kecil, serta 
penetapan standar perhitungan pajak hotel yang harus dibayar yang tidak 
jelas menyebabkan timbulnya ketidakakuratan dalam proses perhitungan 
pajak yang seharusnya dibayarkan wajib pajak dan yang diterima. 
5. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pajak hotel terhadap Pendapatan 
Asli Daerah kota Makassar belum berhasil dalam meningkatkan 
kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah karena masih kurangnya daya tarik 
kota Makassar menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW), sekarang 
pemerintah telah merencanakan program untuk kota Makassar mencapai 
kota dunia yang akan menjadikan kota Makassar menjadi kota yang 
dapat di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.  
5.2  Saran 
Dari berbagai kesimpulan yang telah di rangkum di atas, sebagai 
masukan bagi pemerintah daerah kota Makassar dalam upaya peningkatan 
penerimaan pajak hotel, maka dapat disarankan sebagai berikut. 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada 
berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan pajak hotel yang 
terjadi sehingga akan lebih baik bila pemerintah daerah kota Makassar 
dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, seperti besarnya tingkat 
hunian kamar hotel,rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel. 
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2. Dalam penentuan target penerimaan pajak hotel hendaknya tidak hanya 
berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga 
memperhatikan potensi pajak hotel yang ada serta keadaan yang terjadi 
di lapangan. 
3. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna 
meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal 
ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Dinas 
pendapatan daerah kota makassar juga diharapkan mampu memberikan 
sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan 
kewajibannya dan dalam menjalankan aturan yang ditetapkan oleh dinas 
pendapatan daerah. 
4. Dalam pengawasan akan pendapatan dari pihak hotel secara 
keseluruhan di harapkan pemerintah kota Makassar khususnya dinas 
pendapatan kota Makassar agar memberlakukan sistem-sistem yang 
bertujuan untuk menghitung secara keseluruhan pendapatan hotel karena 
selain menghemat waktu untuk penagihan pajak hotel dapat juga 
menghitung secara rinci berapa pajak yang harus dibayarkan oleh pihak 
hotel ke dinas pendapatan kota Makassar. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mengambil sampel 
hanya dalam jangka waktu selama lima tahun yaitu tahun 2011-2015 
sehingga tingkat keakuratan hasil analisis masih kurang lengkap, selain 
itu penelitian ini hanya sekedar menghitung tingkat potensi Pajak Hotel 
yang ada di kota Makassar tanpa melihat faktor-faktor yang 
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DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI DI KOTA MAKASSAR 
Pajak hotel  Anggaran  (Rp) Realisasi (Rp) % 
2011 34.823.238.000 35.009.580.609 100,54% 
2012 42.000.358.000 37.706.182.022 89,78% 
2013 43.000.000.000 44,517,581,341 103,53% 
2014 43.700.358.000 44.517.581.343 101,87% 
2015 81.208.967.000 50.164.631.563 61,77% 








DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI 




Target Realisasi % 
2011 411.708.602.000 402.031.170.377 97,65% 
2012 490.179.934.000 556.202.758.215 113,47 
2013 546.863.198.000 612.056.765.277 111,92 
2014 681.762.822.000 569.793.996.657 83,58 
2015 801.449.943.000 644.748.988.242 80,45 









DAFTAR HOTEL DAN PENGINAPAN DI KOTA MAKASSAR 
 

















2015 2014 2013 2012 2011 
1. Penginapan 223 282 163 111 64 
2. Hotel Melati 57 101 84 87 82 
3. Hotel Bintang 1 23 13 11 10 13 
4. Hotel Bintang 2 34 23 24 16 7 
5. Hotel Bintang 3 30 26 24 17 10 
6. Hotel Bintang 4 10 7 7 7 6 
7. Hotel Bintang 5 2 2 2 2 2 
Total 377 454 454 315 250 
64 
 
NAMA WP ALAMAT Jenis Hotel 
 




    




BINTANG TIGA  1.175.000  80 
IMPERIAL ARYADUTA 
HOTEL 
JL.SOMBA OPU NO.297 BINTANG LIMA  8.350.000  250 
ANGING MAMMIRI JL.SOMBA OPU NO.249 MELATI       550,000  25 
VENUS KENCANA JL.BOTOLEMPANGAN 17 MELATI TIGA       420,000  13 
VHINDIKA JL. G MERAPI MELATI SATU       740,000  22 
WISMA MERAPI JL. GUNUNG MERAPI NO.222 MELATI       335,000  14 
D'BUGIS OCEAN JL.PENGHIBUR NO.51 MELATI DUA   1,545,000  35 
HOTEL BALI JL. S.PAREMAN MELATI SATU   1,235,000  30 
HOTEL CELEBES JL. ST HASANUDDIN NO.2 MELATI DUA   1,750,000  27 
HOTEL CENTURY JL. TIMOR NO.63 BINTANG SATU   1,363,400  12 
HOTEL VALENTINO JL. DR SUTOMO NO.49 MELATI TIGA       375,000  37 
HOTEL ISTANA JL. SUNGAI SADDANG NO.96 MELATI TIGA       785,000  35 
KOST LATIMOJONG JL. G LATIMOJONG No.114 RUMAH KOST   1,100,000  9 
KOST GUNUNG NONA JL. GUNUNG NONA No.57 RUMAH KOST   1,600,000  15 
HOTEL DINASTI JL. LOMBOK No.30 BINTANG TIGA   1,300,000  57 
NEW LEGEND HOSTEL JL. JAMPEA No.5 G PENGINAPAN       435,000  11 
NEW LEGEND JL. JAMPEA No.2 PENGINAPAN       500,000  25 
SWISS -BEL INN 
KOMP PTC JL.BOULEVARD 
RAYA MAKASSAR No.55  
BINTANG EMPAT   2,100,000  183 
HOTEL SULAWESI 
JL. TOPAS RAYA RUKO 
ZAMRUD BLOK 1-2-3 
MELATI       477,000  20 
HOTEL ASIA JL. PENGAYOMAN NO. 5 BINTANG TIGA   2,050,000  50 
HOTEL TRISULA JL. TOPAZ RAYA F38 BINTANG DUA   1,300,000  33 
HOTEL BOULEVARD 
JL. BOULEVAR RUKO TOPAZ F 
37-40 
BINTANG DUA       935,000  35 
HOTEL ROYAL JL. PENGAYOMAN RUKO ALFA MELATI        675,000  21 
HOTELKU JL. TODDOPULI BINTANG SATU        949,000  26 
PONDOK LOSARI JL. RAJAWALI NO. 25  PENGINAPAN       675,000  26 
LOSMEN LATIMOJONG JL. LATIMOJONG PENGINAPAN       480,000  12 
HOTEL ASTON 
JL. SULTAN HASANUDDIN 
NO.10 
BINTANG EMPAT   8,300,000  177 
WISMA JAMPEA JL. JAMPEA NO. 2 PENGINAPAN       315,000  33 
HOTEL YASMIN JL. JAMPEA NO. 5 BINTANG TIGA       794,000  87 
HOTEL SURYA LITHA JL. DR. WS. HUSODO NO. 230  MELATI       354,000  65 
HOTEL JAKARTA JL. ANCE DG. NGOYO   BINTANG TIGA       350,000  35 
WISMA ROYAL JL. LAIYA NO. 70 LOSMEN       575,000  17 
PONDOKKU JL. SUNGAI LIMBITO PENGINAPAN       600,000  14 
PARADISO 
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
NO. B 19 
BINTANG DUA        910,000  48 
HOTEL ROSNA JL.BARRANG LOMPO NO. 58 PENGINAPAN       260,000  18 
HOTEL MURAH JL. SARAPPO NO. 60 MELATI       560,000  26 
PENGINAPAN HIMALAYA JL. TARAKAN NO. 92A PENGINAPAN       300,000  21 
WISMA AKIK HIJAU JL. ADHYAKSA RAYA NO.38 PENGINAPAN       350,000  56 
WISMA SERUI JL. SERUI NO.30 PENGINAPAN       405,000  30 
HOTEL ISTANA MAS JL. A. YANI NO. 21E BINTANG SATU       275,000  14 
PENGINAPAN BUMI 
INDAH 
JL. BANDA NO. 16 PENGINAPAN       405,000  45 
FAVORITE WISMA & CAFÉ JL. TAKA BONERATE NO. 6B PENGINAPAN       475,000  26 
WISMA TIMOR JL. TIMOR NO.97 WISMA       180,000  15 
HOTEL AGUS JL. NUSANTARA NO.  BINTANG SATU       800,000  28 
HOTEL BANDAR 
MAKASSAR 
JL. NUSANTARA NO. 344 BINTANG SATU       700,000  35 
WISMA MAKASSAR JL. SAVU NO. 11 WISMA       507,970  30 





JL. SARAPPO 143 PONDOK       345,000  33 
WISMA NIRMALASARI 
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
NO. 77 
WISMA       562,000  18 
WISMA MERAPI INDAH JL. GUNUNG MERAPI NO. 185 WISMA       650,000  31 
LESTARI PERMAI JL. KARUNGRUNG NO. 11 WISMA       594,000  24 
LOSMEN IRIAN JL. DR. WS HUSODO NO. 49 LOSMEN   1,500,000  12 
PONDOK SAMUDRA JL. LOMBOK NO. 3 PONDOK       855,000  32 
LOSMEN SAMALONA JL. SAMALONA NO. 11 PONDOK        154,000  45 
WISMA SINAR JAYA JL. SARAPPO NO. 77/78 WISMA       340,000  25 
HOTEL MAKASSAR 
METRO 
JL. TENTARA PELAJAR NO. 61-
63 
MELATI       245,000  18 
WISMA MUTIARA JL. SUNGAI SADDANG NO. 56 WISMA       370,000  60 
WISMA MULIA JL. SUNGAI PAREMAN III/1 WISMA       580,000  18 
WISMA BAHAGIA JL. AHMAD YANI NO. 21 O-P WISMA       275,000  12 
HOTEL BAHAGIA JL. BURU MELATI       380,000  20 
HOTEL MANGGA DUA JL. TANIMBAR NO.  BINTANG SATU       550,000  25 
WISMA PRIMA JL. TIMOR NO. 32 WISMA       575,000  18 
WISMA LATANETE 
JL. SUNGAI SADDANG BLOK C 
14 
WISMA       315,000  14 
HOTEL HARAPAN JL. SUNGAI POSO NO. 24 BINTANG SATU       940,000  32 
HOTEL ALDEN JL. LASINRANG NO. 6 BINTANG DUA       800,000  50 
HOTEL TIARA SARI JL. BALI NO. 40-57 BINTANG SATU        585,000  34 
MUTIARA SARI JL. BONERATE NO. 26A PENGINAPAN       355,000  25 
HOTEL ANUGRAH 1 JL. PENGAYOMAN NO. 3 BINTANG SATU   1,050,000  38 
HOTEL LESTARI JL. SAVU NO. 16 MELATI       600,600  22 
HOTEL MUSTIKA 
JL. G. LATIMOJONG NICO 
BLOK C NO.1 
BINTANG DUA       470,000  36 
KOST BAMBAPUANG JL. BAMBAPUNG NO. 25 KOST   1,400,000  10 
HOTEL ORIENTAL JL. MONGINSIDI NO. 44 BINTANG SATU        150,000  19 
HOTEL KENARI PANTAI JL. SOMBA OPU BINTANG TIGA        675,000  15 
PT. KENCANA 
ROYALINDO 
JL. DAENG TOMPO NO. 8 BINTANG SATU    4,571,560  149 
KOST DIPONEGORO I JL. KABAENA NO. 9 
WISMA/LOSMEN/PENGIN
APAN/KOST 
  1,500,000  16 
KOST DIPONEGORO II JL. KABAENA NO. 11 KOST   1,500,000  16 
LOSMEN SEMERU JL. JAMPEA NO. 28A LOSMEN       120,000  10 
PONDOK WISATA 
BONTOCINDE 
JL. SUNGAI SADDANG NO.66 PONDOK       669,000  33 
KOST LIMBOTO 
JL. SUNGAI LIMBOTO LR. 50 
NO. 23 
KOST       500,000  12 
HOTEL AMAN JL. MESJID RAYA NO. 32-34 PENGINAPAN       200,000  11 
WISMA SUADAH INDAH 
JL. SULTAN HASANUDDIN 
NO.12 
WISMA       580,993  15 
WISMA SANUR 
JL. UJUNG PANDANG BLOK C2-
C3 
WISMA       680,000  33 
MEGA INN 
JL. GUNUNG LOMPOBATTANG 
NO. 129 
WISMA       700,000  80 
PT. HOTEL DELTA 
JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 
43 
WISMA   1,025,000  43 
WISMA AMANAT JL. HAJI BAU NO. 11 WISMA       350,000  12 
GRACIA INN JL. PATIMURA NO. 1 WISMA       980,000  21 
HOTEL LYDIANA JL. BOTOLEMPANGAN NO. 33 PENGINAPAN       415,000  17 
HOTEL KIWI INDAH 
JL. SUNGAI CEREKANG NO. 36 
MAKASSAR 
BINTANG SATU       625,000  18 
PENGINAPAN BALI JL. TIMOR NO. 62 WISMA       160,000  16 
WISMA TARAKAN JL. TARAKAN NO. 110 MELATI TIGA       450,000  18 
HOTEL BERIL NUR 
JL. NUSANTARA BARU NO. 
416-418 
WISMA   1,150,000  23 
WISMA UTAMA JL. SARAPPO NO. 99 WISMA       370,000  16 
WISMA PERMATA JL. FLORES NO. 3 WISMA       415,000  28 
WISMA AIWA 
JL. DR. WAHIDIN 
SUDIROHUSODO NO. 2J-2K 
WISMA       300,000  22 
HOTEL GRAND POPULER JL. SULAWESI NO. 30 BINTANG DUA    2,000,000  42 
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LOSMEN NUSANTARA JL. SARAPPO NO. 103 LOSMEN       460,000  18 
KOST ALFARABI 
JL. GUNUNG NONA BARU NO. 
21 
LOSMEN   2,400,000  19 
HOTEL CELEBES INN 
(CELEBES HOTEL) 
JL. LANDAK BARU NO. 25 BINTANG DUA       530,000  28 
HOTEL COKLAT JL. ONTA LAMA NO. 2 BINTANG DUA   3,412,500  50 
HOTEL GRAND CELINO 
JL. LANTO DG. PASEWANG 
NO.17 
BINTANG TIGA       975,000  53 
KENARI TOWER HOTEL JL. YOSEP LATUMAHINA NO.30 BINTANG TIGA   2,550,000  62 
HOTEL BANUA JL. HAJI BAU NO.7 BINTANG SATU   2,500,000  92 
HOTEL PANTAI GAPURA JL. PASAR IKAN NO. 10 BINTANG EMPAT   2,445,925  67 
LOSARI BEACH HOTEL JL. PENGHIBUR NO 10 BINTANG TIGA   1,325,000  38 
LOSARI BEACH INN JL. PENGHIBUR NO. 3 BINTANG TIGA   1,175,000  26 
LOSARI METRO HOTEL JL. CHAIRIL ANWAR NO. 19 BINTANG SATU   1,175,000  70 
HOTEL SAVU JL. SUMBA NO. 11 PENGINAPAN       700,000  15 
HOTEL MAKASSAR INDAH 
JL. MONUMEN EMMY SAELAN 
NO. 01 
BINTANG SATU       625,000  17 
HOTEL HORISON 
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 
26  
BINTANG EMPAT   4,575,000  129 
HOTEL CELEBES INDAH 
JL. GUNUNG LATIMOJONG NO. 
142 
BINTANG TIGA   1,500,000  60 
MAKASSAR GOLDEN 
HOTEL 
JL. PASAR IKAN NO. 52 BINTANG EMPAT   6,255,000  61 
J & J HOTEL JL. NUSANTARA NO. 404 MELATI       430,000  12 
PONDOK MEGA WISATA 
JL. P. DIPONEGORO NO. 117 
MAKASSAR 
PONDOK       100,000  12 
PONDOK NUSANTARA 
EXCLUSIVE 
JL. HERTASNING BARU NO. 
25B 
LOSMEN       630,000  20 
PONDOK MODERN JL. HERTASNING BLOK E 11/27 LOSMEN   1,180,000  18 
KOST MAWAR JL. SUNGAI SADDANG 1 NO. 27 KOST   4,100,000  30 
PELITA MAS JL. PELITA V /2A LOSMEN       365,000  31 
HOTEL HERTASNING JL. HERTASNING RAYA NO. 58 BINTANG DUA       270,000  42 
PENGINAPAN KABAENA JL. KABAENA NO. 29 LOSMEN       240,000  15 
PENGINAPAN PARE 
INDAH 
JL. LOMBOK NO. 54A LOSMEN       150,000  25 
HOTEL GRAND PALACE JL. TENTARA PELAJAR NO. 50 BINTANG DUA       700,000  62 
TEPIAN INDAH HOTEL JL. ANDI TONRO NO. 79 PENGINAPAN       250,000  13 
HOTEL SCARLET 
MAKASSAR 
JL. BONTOMANGAPE NO. 13 BINTANG TIGA   1,500,000  26 
WISMA AFOD JL. AP PETARANI SEL 1 NO.12 LOSMEN       230,000  16 
HOTEL BAJI GAU JL. BAJI GAU NO. 32J MKS MELATI       715,000  48 
WISMA DOWI JL. DG TATA III/50 MAKASSAR LOSMEN       150,000  20 
HOTEL PERMATA JL. ANDI TONRO NO. 4 MKS BINTANG SATU   1,300,000  35 
HOTEL COLONIAL 
JL. METRO TANJUNG BUNGA 
NO. 701-703 
BINTANG TIGA   3,390,000  56 
MAKASSAR COTTEGE JL. ABDUL KADIR NO. 40 BINTANG DUA   1,550,000  23 
MESS INDAH JL. ABD KADIR NO. 28 MKS LOSMEN       500,000  15 
VALENTINO GUEST 
HOUSE 
JL. GAGAK NO. 13A (19) BINTANG DUA       150,000  10 
HOTEL VIOLET JL. KIJANG NO. 35 BINTANG DUA       570,000  15 
MAKASSAR GUEST 
HAUSE 
JL. HERTASNING RAYA NO. 58 PENGINAPAN       810,000  55 
HOTEL BUNGAYA 
JL. LETJEN MAPPAODDANG 
NO. 80 
PENGINAPAN       137,500  25 
CLARION HOTEL JL. AP PETARANI BINTANG EMPAT   5,950,000  675 
WISMA LYDIANA JL. PELITA RAYA NO. A 45 LOSMEN       325,000  27 
RUMAH KOST 
JL. SUNGAI SADDANG BARU 
NO. 92 
KOST       800,000  18 
NEW BENHIL 
JL. SULTAN ALAUDIN 
MAKASSAR 
HOTEL       370,000  45 
KOST 37 JL. SUNGAI SADDANG III/37 B RUMAH KOST   2,600,000  11 
WISMA FLORES JL. FLORES NO. 2 WISMA       480,000  54 
PONDOK NELS JL. JAJALA NO. 27 KOST       350,000  10 
FAMILY INN 
JL. FAISAL XII NO. 12 
MAKASSAR 
PENGINAPAN       175,000  20 
HOTEL BINTANG JL. G. MERAPI NO. 127 /185 PENGINAPAN        450,000  16 
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SURYA HOME STAY JL.ONTA LAMA NO.32 RUMAH KOST   1,500,000  20 
PONDOK 110 JL. HERTASNING NO. 110 RUMAH KOST       264,000  9 
WISMA SEVEN 
JL.S SADDANG KOMP 
LATANETE 
WISMA       260,000  14 
  BLOK C NO 2       
KOST TOROSSA JL.S LIMBOTO LR 37/15 RUMAH KOST   1,550,000  12 
PENGINAPAN MULIA JL.VETERAN SELATAN 503 RUMAH KOST       110,000  20 
BORONG LIFE HOME JL. UJUNG BORI, BORONG RUMAH KOST       900,000  50 
  RAYA KOMP RUKO BISNIS          
  CENTRE C.15         
KOST ADHYAKSA II JL. ADHYAKSA II NO.8 A RUMAH KOST   2,250,000  20 
KOST ZAM-ZAM JL. ADHYAKSA II TIMUR NO.29 RUMAH KOST       700,000  15 
GUEST HOUSE 3G 
JL. AP.PETTARANI/KOMP 
SQUARE 
HOME STAY       180,000  14 
  (RUKO SARDONYX 15)         
3G HOME STAY JL. PENGAYOMAN AKIK HIJAU HOME STAY       675,000  19 
  BLOK F7 NO.8       
KOST LULU JL.KARANTINA NO.29 RUMAH KOST   1,350,000  25 
PONDOK AYU JL. WIJAYA KUSUMA RAYA 45 RUMAH KOST       300,000  40 
PONDOK ORANGE JL. WIJAYA KUSUMA RAYA 35 RUMAH KOST       300,000  24 
PONDOKAN SABAR JL. FAISAL XIV / 15 RUMAH KOST   3,200,000  24 
KOST MAWAR 
JL.ADHYAKSA II TERUSAN 
NO.22 
RUMAH KOST    1,500,000  18 
KOST HERTASNING 
UTARA 
JL. HERTASNING UTARA 7 
NO.3 
RUMAH KOST   3,450,000  11 
KOST 77 JL. SUNGAI POSO NO.23 RUMAH KOST       700,000  16 
HOTEL SARISON 
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
KM.13 NO.78 
BINTANG DUA   1,150,000  30 
KOST SUCI JL. ADHYAKSA II TIMUR NO.27 RUMAH KOST   1,800,000  10 
KOST CAHAYA JL. PENGAYOMAN NO.23 RUMAH KOST   1,000,000  10 
PARADE GUEST HOUSE JL. TOPAZ F.84 HOME STAY       500,000  15 
HOTEL CAPITAL 
JL.PENGAYOMAN RUKO 
MIRAH II 9-10 
PENGINAPAN       600,000  33 
AGRAHA HOTEL JL. ANDALAS NO.178 BINTANG DUA   1,576,000  56 
WISMA PRATAMA JL. SUNGAI LIMBOTO 101 WISMA       125,000  25 
PONDOK ISTANA JL. G.BAMBAPUANG 11 No.26 PONDOK       520,000  9 
METRO SARIRA 
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN I 
No.3 
RUMAH KOST       250,000  12 
KOST MANNILINGI JL. KARANTINA No.1  RUMAH KOST   1,000,000  10 
PONDOK DEWA JL. TODDOPULI 3 STP 1 NO.15 RUMAH KOST       600,000  25 
KOST HOKKY JL. S.CENRANA 37 RUMAH KOST       500,000  11 
KOST LATIMOJONG JL. PERINTIS I No.10 RUMAH KOST       300,000  15 
KOST GRIYA 
PA'NAKKUKANG 
JL. HERTASNING KOMP GRIYA 
PA'NAKKUKANG 
RUMAH KOST   2,600,000  18 
PONDOK ZULHADIST 
JL. TODDOPULI RAYA TIMUR 
165 
RUMAH KOST   2,150,000  26 
KOST MAEKI JL. BULUSALAKA 29/31 RUMAH KOST   2,700,000  21 
ASWIN INN 
JL. BOULEVARD KOMP TOPAZ 
BLOK F NO.23,24,25 
BINTANG DUA       850,000  62 
KOST DAMME 
TAMAN PERMATA SARI 
PENGAYOMAN BLOK 1 NO.3 
RUMAH KOST   1,450,000  15 
HOTEL PRIMA DR. SAM RATULANGI NO.17 BINTANG DUA   2,300,000  47 
DAHLIA HOUSE JL. GN BAMBAPUANG II/37 RUMAH KOST       150,000  9 
WISMA LOVE 
JL. BANDARA BARU 
MAKASSAR 
WISMA       100,000  9 
ASYRA JL. MAIPA NO.1 WISMA   2,250,000  45 
HOTEL TREE JL.PANDANG RAYA NO.12 BINTANG DUA        270,000  99 
HOME STAY MATURA JL. URIP SUMIHARJO NO.47 HOME STAY       775,000  18 
SENTOSA JL.H.A.MAPPANYUKKI NO.50 D RUMAH KOST   2,000,000  15 
AEROTEL SMILE 
MAKASSAR 
JL. MUCHTAR LUTFI NO. 38 BINTANG TIGA   1,240,000  146 
HOTEL TIATIRA KENCANA JL. Dr. SUTOMO NO. 25/31 BINTANG DUA    1,325,000  49 
HOTEL PACIFIC JL. BONTOLEMPANGAN NO. 53 BINTANG DUA    1,725,000  28 
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AVIRA HOTEL JL. ADHYAKSA BARU NO. A-C BINTANG DUA   1,799,996  37 
HOTEL JOLIN JL. PENGAYOMAN NO.7 BINTANG DUA ######### 56 
KOST ISABELLA JL. MAPPANYUKI NO. 57 KOST   1,500,000  16 
KOST TODDOPULI III 
STAPAK III 
JL. TODDOPULI III STAPAK III 
NO. 4 
KOST       350,000  20 
KOST ZAMRUD JL. ADYAKSA LAMA NO. 23 KOST   3,200,000  14 
PONDOK JASCINT JL. JASCINT 12B PONDOKAN       350,000  16 
KOST YULI 
JL. VETERAN UTARA LR. 
42/10B 
KOST    1,400,000  20 
KOST TRI PUTRI JL. S. SADDANG I NO. 30A KOST   1,150,000  15 
RUMAH KOST PASTEL JL. JA'JALA NO. 10 KOST   1,850,000  20 
WINK KOST JL. JA'JALA NO. 6 KOST   1,500,000  15 
KOST 42 
JL. VETERAN UTARA LR. 42 
NO. 2 
KOST       950,000  
                 
15  
WISMA BUDI JL. HARIMAU NO. 7 LOSMEN       125,000  
                 
15  
HOTEL MARICAYA JL. KIJANG NO. 2 BINTANG SATU   1,750,000  50 
WISMA CITY INN JL. AHMAD YANI WISMA       630,000  16 
CAPRA KOST JL. AROEPPALA NO. 117 KOST   1,500,000  11 
PONDOK BIRU JL. WIJAYA KUSUMA IV NO. 37 KOST       400,000  12 
RUMAH KOST JL. SERIGALA NO. 169 KOST       600,000  11 
HOTEL ALLSON CITY 
MAKASSAR 
JL. LEMBEH NO. 68 WISMA       650,000  66 
PONDOK BIRA JL. RUKO RUBY NO. 38-40 KOST       390,000  11 
HOME STAY GRIYA 
ANDRIN 
JL. PENJERNIHAN RAYA NO. 2 
KOMP PAM 
LOSMEN   1,500,000  23 
AZA GUEST HAUSE JL. PANDANG RAYA NO. 1 LOSMEN   3,700,000  16 
HOTEL ARBOR 
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
KM. 16 
BINTANG DUA   1,200,000  80 
CONTINENT HOTEL 
JL. ADHYAKSA NO. 15 
MAKASSAR 
BINTANG TIGA   2,725,000  83 
FAVOR HOTEL JL. LASINRANG NO. 15 BINTANG TIGAG       295,000  24 
KOST SUMBER  JL. SUNGAI SADDANG I NO. 32 KOST   2,250,000  20 
LYNT HOTEL JL. HERTASNING NO. 63 BINTANG TIGA   1,564,000  93 
KOST NOVAL 
JL. ADIYAKSA 9 Lr. 1/02 
MAKASSAR 
KOST       450,000  12 
F3 GUEST HAUSE JL. PELITA III UTARA NO. 4 KOST ######### 25 
KOST SEMARA JL. BT. MANAI KOST       600,000  30 
WISMA BANDA JL. BANDA NO. 40A KOST       290,000  25 
KEMBANG DJAWA 
JL. PENGAYOMAN RUKO ALFA 
NO. 2 
KOST   1,400,000  13 
KOST PONDOK BONTO 
TANGNGA 
JL. BT. TANGNGA NO. 6A KOST   1,200,000  35 
HOTEL IMAWAN (PT. 
BANUA NUSANTARA 
HOTELINDO) 
JL. PENGAYOMAN NO. 36 BINTANG TIGA   2,450,000  100 
HH GUEST HOUSE 
JL. SUNGAI SADDANG BARU 
A12A/ NO. 1 
LOSMEN   5,183,000  28 
HOTEL FAVE By ASTON 
JL. DG. TOMPO NO. 28 
MAKASSAR 
BINTANG DUA   6,614,000  141 
D'KHANZA 
JL. MAPALA RAYA BLOK A3 
NO. 3 
KOST   1,500,000  27 
MEGA PRATAMA 
JL. BTP TAMALANREA RAYA 
BLOK M9 NO. 1 
KOST       425,000  19 
WISMA LANRAKI JL. LANRAKI NO. 8 MAKASSAR WISMA       350,000  17 
GUEST HOUSE AZALIA JL. AROEPALA NO. 41 LOSMEN       450,000  12 
HOME STAY 471 
JL. TAMALANREA RAYA BLOK 
M NO. 34 
KOST   1,000,000  21 
PONDOK CRISYANT JL. BTP KOST       300,000  30 
WISMA GRESS JL. HERTASNING A15-16 WISMA       250,000  20 
MARIO INN (CV. NIDIA 
INDHIRA) 
JL. BONTOSUNGGU NO. 21 LOSMEN       860,000  19 
KOST CEMARA JL. BATU PUTIH NO. 7 KOST       800,000  18 
ARISTO HOME JL. LEMBU NO. 9A WISMA   2,068,000  13 
HOTEL ADIPURA 
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
PURI KENCANA SARI BLOK AD 
NO. 3-4 




JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
17,5 NO. 12 
BINTANG SATU       850,000  36 
HOTEL NEW KAIZAR 
JL. TODDOPULI RAYA NO. 1A-
2A 
PENGINAPAN       545,000  22 
WISMA BINANGA JL. BATARA BIRA BADDOKA WISMA   1,150,000  20 
KOST ORANGE 
JL. PENGAYOMAN RUKO ALFA 
NO. 26 
KOST   2,800,000  19 
PONDOK NABILA I&II 
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 
KM. 18 NO. 15 
KOST   1,600,000  23 
HOME STAY 99 JL. DG. RAMANG NO. 64 WISMA       125,000  8 
WISMA DENPASAR JL. MESJID RAYA NO. 182  WISMA       150,000  5 
KOST RENISA JL. TUPAI NO. 65 MAKASSAR KOST   1,000,000  10 
KOST SULAWESI JL. BUAKANA NO. 62 KOST   5,400,000  26 
HOME STAY GREEN JL. BONTOLEMPANGAN NO. 32 KOST   1,500,000  15 
WISMA ATRIA JL. ANCE DG. NGAYO KOST       225,000  25 
LIND HOME STAY JL. HERTASNING 3 NO. 6 KOST   1,500,000  25 
HOTEL RIKA 
JL. TODDOPULI V NO. 21 
MAKASSAR 
PENIPAN       450,000  19 
ANDAMI KOST JL. M. BAITULRAHMAN KOST   1,200,000  20 
MESS NUSA INDAH 
JL. BOULEVARD KOMP. NUSA 
INDAH 
KOST   5,000,000  39 
KOST ANISSA JL. DOMBA NO. 24 KOST   2,200,000  12 




JL. PELITA VIII NO. 1 BINTANG TIGA   1,817,000  92 
HOMESTAY AISYAH JL. LAMADUKELLENG NO. 56 LOSMEN   1,450,000  7 
TECHNO INN JL. LANDAK BARU NO. 87 LOSMEN       100,000  10 
PLATINUM GUEST HOUSE JL. MAPALA NO. III/6 KOST   1,500,000  18 
HOTEL TUNE (PT. RED 
PLANET HOTEL 
MAKASSAR) 
JL. DR. RATULANGI NO. 136A BINTANG SATU       225,000  144 
ALPHA HOTEL JL. PELITA RAYA NO. 25 BINTANG SATU       475,000  20 
RUMAH KOST "83" JL. SUNGAI PAREMAN NO. 83 KOST   1,000,000  10 
SAFARI HOTEL JL. LANDAK BARU NO. 49 MELATI TIGA       684,000  22 
KOST DAREL JL. BONTO LANGKASA NO. 53 KOST   1,450,000  12 
KOST BONTO LANGKASA JL. BONTO LANGKASA NO. 1A KOST   2,300,000  14 
WISMA RED 
JL. METRO LATIMOJONG 
SQUARE C32-33 
LOSMEN       150,000  10 
EMPRESS HOTEL (CV. 
COMETOO PURI INDAH)  
JL. BONTOLEMPANGAN NO. 21 BINTANG TIGA       750,000  62 
GRAHA NADA TAMALATE 
JL. TAMALATE 2 (UJUNG) NO. 
121A 




JL. BONTOLEMPANGAN NO. 67 BINTANG EMPAT       750,000  56 
KOST KOMPLEKS PEMDA 
JL. AP. PETTARANI KOMP. 
PEMDA BLOK E25 NO. 1 
KOST   1,600,000  13 
KOST PUTRI 
JL. AP. PETTARANI KOMP. 
PEMDA BLOK E22 
KOST       500,000  12 
"M" BOUTIQUE HOTEL 
JL. GUNUNG BAWAKARAENG 
NO. 39-41 
BINTANG DUA   1,840,000  74 
PONDOK AFRA JL. AL IKHLAS NO. 41 RUMAH KOST       400,000  34 
PONDOK ALDI 
JL. TODOPULI VI BORONG 
INDAH 
KOST       400,000  19 
HOTEL MUSTIKA SARI JL. GUNUNG LATIMOJONG PENGINAPAN       470,000  36 
KOST CARADE JL.VETERAN UTARA Lr.43/26 RUMAH KOST   1,210,000  9 
WISMA TOPAZ JL.TOPAZ RAYA F64 Melati Satu       210,000  17 
WISMA PONDOK INDAH Jl.Inspeksi Kanal Pampang Melati Satu         85,000  40 
WISMA PHI Jl.Laiya No.2 Melati Satu         70,000  30 
WISMA NUR Jl.Onta Baru No.127 Melati Satu         80,000  12 
WISMA NUR II JL.NUSA INDAH NO.12 Melati Satu       215,000  14 
WISMA NURI MAS Jl.Nuri No.21 Melati Dua       215,000  14 
WISMA KUMALA JL.KUMALA NO.120 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
  1,280,000  14 
WISMA KITA Jl.Dg.Tompo No.49 Melati Satu       300,000  17 
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WISMA EXCLUSIVE JL.G.BAWAKARAENG NO.115 Melati Tiga       150,000  38 
WISMA BENHILL JL.URIP SUMOHARJO 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
      250,000  50 
WISMA ABADI PERKASA Jl.Datuk Ribandang No.34/20 Melati Satu         90,000  4 
RUMAH KOST SERUI JL. SERUI NO. 16 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
      500,000  12 
RUMAH KOST PINANG 
INDAH 
JL. PINANG NO. 163C 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
      500,000  26 
RUMAH KOST PINANG    JL. PINANG NO. 32 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
      550,000  12 
PONDOK WISATA 
NUSANTARA 
Jl.Mesjid Raya No.111 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
        80,000  11 
PONDOK RUBY JL.BOULEVARD RUKO 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
      675,000  20 
PONDOK RABBANG 
BAMBO 
Jl.Nusa Indah No.5 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
      225,000  10 
PONDOK HAPPY Jl.Onta Lama No.8 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
      310,000  18 
PONDOK GREEN 
ADHYAKSA 
JL.ADHYAKSA I NO.9 Melati Tiga       565,000  15 
PONDOK ELITE 




      540,000  8 
NEW VALENTINO Jl.Gagak No.13 A Melati Satu       150,000  7 
KOST SULAWESI Jl.Sulawesi No.91 A 
Losmen/Penginapan/Hostel/
KOS 
  1,000,000  15 
JL STAR HOTEL 
JL. BOULEVARD TOPAZ F-
74&75 
Bintang Dua       840,000  30 
HOTEL TODDOPULI MAS JL.TODDOPULI RAYA NO.21 Melati Dua   1,240,000  25 
HOTEL SAHID Jl.Dr.Ratulangi No.33 Bintang Lima   7,300,000  191 
HOTEL ROSALINA Jl.Mesjid Raya No.75 Melati Satu       850,000  17 
HOTEL MERPATI Jl.Tinumbu No.139 Melati Satu       500,000  20 
HOTEL PANAKKUKANG Jl.Boulevard Jasfer No.29-30 Melati Satu   1,935,000  28 
HOTEL NUSANTARA Jl.Sarappo No.103 Melati Satu         50,000  20 
HOTEL PENGAYOMAN 
JL.PENGAYOMAN RUKO ALFA 
NO.3-5 
Melati Tiga   1,632,500  25 
HOTEL MARANNU 
GARDEN 
Jl.Baji Gau No.52 Bintang Dua       300,000  15 
HOTEL MAKASSAR MULIA JL. NUSANTARA NO. 50 Melati Dua       935,000  28 
HOTEL KAMANRE JL.URIP SUMOHARJO NO.59 A Melati Satu       840,000  35 
HOTEL GLADIOL 
PENGAYOMAN RUKO MIRAH 
NO.3 
Melati Satu       670,000  32 
HOTEL GRAND PLATINUM KOMPLEKS LILY BLOK A 14-15 Melati Tiga       936,000  18 
HOTEL GENESIS 
JL.ADHYAKSA BARU JASPER 
2/46 
Melati Tiga       725,000  16 
HOTEL ASTIKA Jl. Amirullah No.4 Melati Satu   1,186,000  15 
HOTEL ANUGRAH II 
JL. PENGAYOMAN JASPER III 
NO. 46 
Melati Satu       475,000  28 
HOTEL AMARIS JL.BOUGENVILLE NO.3 Bintang Dua       400,000  95 
HOTEL AL BADAR 
JL. PENGAOMAN RUKO MIRAH 
II NO.11 
Melati Tiga       975,000  26 
HOTEL ADHYAKSA JL.ADHYAKSA NO.31C-E Melati Tiga   1,677,500  30 
ARUMPALA COTTAGE Jl.Gatot Subroto No.42 Cottage       140,000  15 
SURYA INDONESIA Jl.Dg.Tompo No.3 Melati Tiga       250,000  24 
HOTEL SINGGASANA Jl.Kajaolaliddo No.16 Bintang Empat   3,210,000  195 
HOTEL SANTIKA Jl.St.Hasanuddin No.40 Bintang Tiga ######### 114 
HOTEL QUALITY Jl.Somba Opu No.235 Bintang Empat   8,750,000  83 
MIRAZA HOMESTAY JL. PENGAYOMAN F 10 NO. 2-3 LOSMEN         80,000  28 
D & K HOME 
JL. CENDRAWASIH SQUARE 
BLOK C NO.16-17 
LOSMEN/KOST   1,200,000  12 
FOUR POINT BY 
SHERATON 
JL. LANDAK BARU BINTANG EMPAT   2,411,800  324 
GRAND CITY HOTEL 
JL. P. KEMERDEKAAN KM. 16 
NO. 2 
BINTANG TIGA   2,245,000  207 
HOTEL GRAND ASIA JL. BOULEVARD BINTANG TIGA   2,705,000  136 
IBIS HOTEL / PT. 
MANDALA PRIMA 
PERKASA 
JL. MAIPA NO. 8 MAKASSAR BINTANG TIGA       508,000  205 
GRAND TOWN HOTEL 
JL. PENGAYOMAN KOMP 
PASAR SEGAR 




JL. BOULEVARD RUKO 
CEMPAKA NO.28 
Melati Satu   1,300,000  15 
HOTEL DENPASAR 
JL. BOULEVARD JASPER II NO. 
1 
BINTANG TIGA   1,612,500  62 
PT. RAMEDONA WISATA 
HOTELINDO JL. LANDAK BARU NO.112 C 
BINTANG TIGA   2,664,000  83 
HOTEL NOVOTEL 
MAKASSAR 
JL. CHAIRIL ANWAR NO. 28 BINTANG TIGA   4,295,000  330 
HOTEL OCEAN VIEW JL. NUSANTARA NO. 128 BINTANG SATU       900,000  20 
METRO INN 
JL. G. LATIMOJONG RUKO 
METRO G 5-6 
WISMA       195,000  23 
HOTEL TANJUNG 
JL. METRO TJ. BUNGA NO. 33 
RK SOMBA OPU 
MELATI SATU       575,000  18 
HOTEL RACING PARK JL. RACING CENTRENO. 31 BINTANG DUA   1,000,000  58 
PT. MENARA TIGA 
HOTELINDO/ HOTEL 
SUTOMO 
JL. DR. SUTOMO NO. 35 
MAKASSAR 
BINTANG DUA       780,000  51 
GRAND CENDRAWASIH 
HOTEL 
JL. CENDRAWASIH NO. 452 
KOMP. CENDRAWASIH 
SQUARE BLOK F1-5 
BINTANG DUA 1,200,000 68 




JL. SULAWESI NO.33 MELATI TIGA       600,000  80 
KAREBOSI CONDOTEL JL. JEND. M. YUSUF NO. 1 BINTANG TIGA 2,250,000 158 




HOTEL ASTRA NOVILIA JL. MONGINSIDI NO. 12 Melati Satu 500,000 19 
VINDHIKA HOTEL JL. PENGAYOMAN NO. 38 A MELATI DUA 600,000 34 














WISMA PADI'S JL. NUSANTARA NO. 98-100 LOSMEN 350,000 14 
HOTEL ERIN (CV. ERIN 
INT) 
JL. TODDOPULI VII NO. 7 MELATI 770,000 30 
ROBOTEL HOTEL JL. TOPAS RAYA BLOK F/65 MELATI SATU 875,000 34 
RUBY INN JL. PENGAYOMAN NO. 7 LOSMEN 675,000 22 
HOTEL CROWN INN JL. G. LOMPO BATTANG NO. 58 MELATI TIGA 449,900 41 
FAVE HOTEL /PT PELITA 
MAHKOTA HOTELINDO 
JL. PELITA RAYA NO. 8 BINTANG DUA 1,760,580 110 
HOTEL DAYA 
JL. KAPASA RAYA RT. 002 RW. 
005 MAKASSAR 
MELATI SATU 825,000 34 
SALSHABILA HOUSE JL. BUMI PERMATA SUDIANG LOSMEN   1,000,000  23 
HOTEL GAHARA 
JL. HERTASNING I BLOK E9 
NO. 23 
BINTANG DUA 1,150,000 39 
HOTEL AMARIS 
HERTASNING 
JL. HERTASNING NO. 63 BINTANG TIGA 878,000 108 
HOTEL MIKO JL. BANDA NO. 37 BINTANG DUA 850,000 36 
WISMA AAN PATRAN JL. DG. RAMANG   2,000,000 12 
CV. ASATU MANSION 
JL. BUAKANA KOMP 
PERTAMINA  
LOSMEN/KOST 2,000,000 10 
PONDOK SERUNI JL. SERUNI NO. 12 LOSMEN/KOST 310,000 17 
PT. RAMA PUTRA PRIMA 
(HOTEL CITIHUB) 
JL. BOULEVARD KOMP. 
JASPER II NO. 45 D-E-F 





LAMPIRAN 5  
Hasil Wawancara 
 
Nama  : Harryman 
Jabatan : Pengelolah Data Pajak Hotel Kota Makassar 
Hari/Tanggal : Jumat/ 14 Agustus 2017 
Waktu  : 09.00 WITA 
Tempat : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
 
Pertanyaan :  
1.Bagaimana sistem pemungutan pajak hotel yang ada di kota Makassar? 
Jawab  : 
Pemungutan pajak hotel di kota Makassar memiliki dua sistem 
pemungutan yaitu Self Assesment dan Official Assesment. Self 
Assesment seperti beberapa hotel berbintang yang sudah memiliki 
laporan keuangan yang tetap dan di berikan kewenangan untuk 
menghitung sendiri jumlah pajak yang akan di setor ke pemerintah 
sedangkan Official Assesment dengan membayar sejumlah nilai yang 
sudah di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar karena 
hotel tersebut belum memiliki laporan keuangan tetap. 
 
 
2. Apakah kendala yang dihadapi petugas dinas pendapatan daerah kota 
Makassar dalam pemungutan pajak hotel di kota Makassar? 
Jawab: 
Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk 
memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya 
kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke 
negara. Padahal pajak sudah diatur dalam perundang-undangan dan 
masyarakat akan dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak memenuhi 
kewajibannya dalam membayar pajak. 
73 
 
Masih adanya pihak hotel yang belum mengetahui aturan-aturan 
perhitungan pajak hotel yang harus dibayarkan dan berbagai bentuk 
pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hotel. 
Dalam melakukan pemungutan pajak hotel, terkadang wajib pajak atau 
orang yang berkepentingan tidak ada di tempat atau lokasi tempat 
pemungutan pajak.  
Terdapat selisih dalam hal penentuan pajak yang harus dibayarkan oleh 
para wajib pajak hotel, karena pemerintah daerah yang hanya 
berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan target 
penerimaan pajak hotel. 
 
3. apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Makassar 
untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak 
hotel di daerah kota Makassar? 
Jawab : 
Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah daerah kota Makassar 
dengan cara mengupayakan kota Makassar untuk menjadi daerah tujuan 
wisata dan kota dunia yang dimana diketahui semakin banyaknya tempat-
tempat wisata yang dapat dikunjungi ketika berada di kabupaten maros 
dan dengan diperhatikannya salah satu faktor pendukung pajak hotel yaitu 
pariwisata akan memberi dampak yang baik pula terhadap penerimaan 
pajak hotel di kota Makassar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
